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LatarBelakang Masalah

[image: ]Pajak merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pajak berkontribusi sebesar 67,4% terhadap total penerimaan negara, dan dari angka tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbangterbesar,yaknisekitar53,1%dari totalpenerimaanpajaknasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Di antara komponen PPh, PPhPasal21memegangperansentralkarenadikenakanataspenghasilanorang pribadi, khususnya karyawan.
Pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan membayar pajak, mereka turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah. Dana dari pajak digunakan untuk membanguninfrastruktursepertijalan,jembatan,pelabuhan,danbandara,serta untukmenyediakanlayananpublikyangbermanfaatbagimasyarakat.Diantara berbagai jenis pajak, Pajak Penghasilan menjadi andalan utama dalam menyokong pendapatan negara (Manrejo & Ariandyen, 2022).
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yangditerimaolehwajibpajakdalamsatutahun.Terdapatbeberapajenisdalam PajakPenghasilan,salahsatunyaadalahPajakPenghasilan(PPh)Pasal21.Pajak Penghasilan(PPh)Pasal21merupakanpajakyangditerapkanataspenghasilan
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yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Pengelolaan pemotonganPPhPasal21sangatpentingdalammendukungpenerimaannegara dan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Untuk itu, pemerintah secara berkala memperbarui ketentuan mengenai tarif PPh agar sesuai dengan kondisi ekonomi nasional.
[image: ]Rincian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kini dapat dilakukan melalui e-filling, yang memanfaatkan proses elektronik untuk mempermudah perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Melalui platform digital yang disediakanolehDirektoratJenderalPajak(DJP),pemberikerjaataupihakyang bertanggungjawabataspemotonganpajakdapatmemasukkandatapenghasilan karyawan ke dalam aplikasi e-filling.Aplikasi ini secara otomatis menghitung jumlahpajakyangharusdipotongberdasarkantarifyangberlaku.Setelahproses perhitunganselesai,e-fillingjugamemfasilitasipelaporandanpengarsipanbukti potong secara elektronik, sehingga seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rialdy & Helmiza, 2023).
WajibPajakOrangPribadi(WPOP)merupakansalahsatukategoriwajib pajakyangmemilikikewajibanuntukmembayarpajak,disampingWajibPajak Badan. Sebagai pemberi kerja sekaligus subjek pajak dalam negeri, perusahaan harus melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dari karyawan mereka. Pemerintah secara berkala merumuskan regulasi perpajakan dengan tujuan menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih baik, sehingga proses validasi terhadap perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, keberadaan sistem administrasi perpajakanyangefektif,efisien,danakuntabeldiharapkandapatmendorong
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kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penyesuaian tarif dan sistem perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Aryani & Romanda, 2024).
[image: ]Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21 cukup kompleks dan bervariasi, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan dalam ketentuan perhitungan tersebut. Adanya perkembangan dalam peraturan perpajakan dari waktukewaktuditandaidenganlahirnyaregulasisebagaipedomanpelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 mengenai “Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan(PPh)Pasal21ataspenghasilansehubungandenganpekerjaan,jasa, atau kegiatan dari Wajib Pajak Orang Pribadi.”
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah melakukanpenyesuaiandalamperhitunganPajakPenghasilanPasal21bulanan dengan memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata bulanan. Penggunaan tarif ini hanyaberlakuuntukpemotonganPajakPenghasilanpadaperiodeJanuarihingga November.Diakhirtahun,tepatnyapadamasapajakDesember,akandilakukan perhitunganulangberdasarkantarifyangtertuangdalamPasal17ayat(1)huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar kekurangan yang ada. Dengan demikian, tarif progresif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, yaitu:

Tabel1.1LAPISANPENGHASILANKENAPAJAKDANTARIF PAJAK BERDASARKAN UU HPP NOMOR 7

	LapisanPenghasilanKenaPajak
	Tarif

	SampaidenganRp.60.000.000(enampuluhjutarupiah)
	5%

	DiatasRp.60.000.000(enampuluhjutarupiah)sampaidengan Rp.
250.000.000,00(duaratuslimapuluhjutarupiah)
	
15%

	DiatasRp.250.000.000(duaratuslimapuluhjutarupiah)sampai
denganRp.500.000.000(limaratusjutarupiah)
	
25%

	DiatasRp.500.000.000(limaratusjutarupiah)sampaidenganRp.
5.000.000.000(limamilyarrupiah)
	
30%

	DiatasRp.5.000.000.000(limamilyarrupiah)
	35%


[image: ]Sumber:Undang-UndangHPPNomor7Tahun2023,Pasal17
Sebagai negara hukum, tujuan utama Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pembangunan nasional yang menyentuh segala aspek kehidupan bangsa. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar. Secara umum, terdapat tiga sumber pendapatandiIndonesia,yaitupajak,PenerimaanNegaraBukanPajak(PNBP), serta hibah dari dalam dan luar negeri. Di antara sumber-sumber pendapatan tersebut,pajakmemberikankontribusiterbesarbagi pendapatannegara (Sari & Suprihandari, 2024).
YayasanAl-FityanSchool Medanmerupakanlembagapendidikanswasta yang berada di bawahYayasanAl-Fityan,dengan fokus pada pendidikan Islam terintegrasidanmemilikisekolah-sekolahdibeberapa kota diIndonesia.Sebagai sebuahyayasanpendidikanyangmempekerjakanberbagaistaf,termasuk

pengajar dan tenaga administrasi, yayasan ini berkewajiban untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari penghasilan pegawai.
[image: ]Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023, yang mengatur Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk pemotongan pajak, lembaga ini perlu melakukan adaptasi pada sistem penggajiannya. Sangat penting untuk mengevaluasi penerapan tarif pajak ini, pengaruhnya terhadap kesejahteraan pegawai,danapakahsistempenggajianmampumemenuhiketentuanyangbaru. Studi ini akan memberikan wawasan mengenai persiapan dan efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dalam konteks pendidikan swasta yang tidak berfokus pada keuntungan (Mardiasmo, 2023).
Berdasarkan informasi yang diterima dari bagian keuangan yayasan hingga saat ini, Yayasan Al-Fityan School Medan belum sepenuhnya menerapkan tarif TER. Penghitungan pajak masih menggunakan metode lama akibat keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan teknis, dan belum ada simulasi perhitungan yang memadai. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakcocokan dalam nominal potongan pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan yayasan.
Kondisi ini menarik untuk diteliti karena sebagai lembaga non-profit dengan jumlah pegawai tetap yang cukup banyak, Yayasan Al-Fityan School Medan perlu menyesuaikan diri dengan peraturan baru tanpa membebani pegawai atau menghadapi risiko sanksi administrasi perpajakan. Melalui studi ini,diharapkandapatterlihatbagaimanakesiapanyayasandalamberalihkeTarif EfektifRata-Rata(TER),kendalateknisyangdihadapi,dansolusialternatifagar

proses pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan efisien, tepat, dan sesuai dengan regulasi.
[image: ]Penelitian mengenai implementasi tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 di YayasanAl-Fityan School Medan sangatlah penting untuk dilakukan, karena dapat memberikan insight tentang kemampuan lembaga ini dalam beradaptasi dengan peraturan baru tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis perbandingan antaraskemaTERyangditerapkandariJanuarihinggaNovemberdenganskema tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang berlaku di bulan Desember, untuk mengetahuiadatidaknyaperbedaandalamtotalpemotonganpajakyangterjadi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat komparatif secara internal dalam satu institusi, bukan membandingkan antara berbagai lembaga.
Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan menerapkan aturan perpajakan terbaru, khususnya yang tertuang dalam PeraturanPemerintahNomor58Tahun2023,dilingkunganlembagapendidikan non-profit seperti Yayasan Al-Fityan School Medan. Sebagai entitas yang memiliki tugas untuk memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal21untuk pegawainya,yayasanharusmemastikanbahwa sistempenggajian yangdigunakansudahmemenuhiketentuanterbaru,baikdalamhaltarifmaupun prosedur administratif.
Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yayasan dalam mengelola penggajian secara tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat mengurangikesalahanpemotongandanmencegahsanksiperpajakan.Selainitu, hasilpenelitianinijugadiharapkandapatmemberikanrekomendasiyang

[image: ]bermanfaat bagi pengambil keputusan internal dalam menyusun atau memperbarui prosedur pengelolaan administrasi dan perpajakan, terutama mengenai penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata yang diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkandapatmenambahwawasanliteraturakademikdibidangperpajakan, khususnya mengenai penerapan kebijakan pajak di sektor pendidikan swasta non-profit, yang hingga saat ini masih terbilang sedikit. Dengan demikian, penelitianinimemberikankontribusipraktisdanakademisyangsignifikan,baik untuk lembaga tempat penelitian dilakukan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan di ranah perpajakan.
Studi ini memiliki relevansi dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (Voluntary compliance) serta membangun sistem perpajakan yang adil dan efisien. Dengan menyajikan rekomendasi berdasarkanhasilkajianlapangan,diharapkanpenelitianinidapatmenjadiacuan baikbagiYayasanAl-FityanSchoolMedanmaupunyayasanpendidikanlainnya dalam menyesuaikan kebijakan pemotongan pajak mereka sesuai dengan ketentuan terbaru.
Dalam praktiknya, banyak instansi dan organisasi non-profit, seperti yayasan pendidikan, menghadapi berbagai kendala administratif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Terbatasnya sumber daya manusia yang memilikikompetensidibidangperpajakanserta kurangnya pelatihanmengenai peraturan perpajakan yang terbaru sering menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan yang baru. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauhmanamekanismeTarifEfektifRata-Rata(TER)benar-benar

memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam administrasi pajak dibandingkan dengan metode konvensional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.
[image: ]Kebijakan pajak yang rumit sering kali menjadi tantangan bagi wajib pajak,baikindividumaupunpemberikerja,terutamadisektornon-profit.Untuk itu, pendekatan kualitatif akan diterapkan dengan melakukan wawancara mendalam bersama kepala keuangan, bendahara, dan staf keuangan diYayasan Al-Fityan School Medan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tantangan konkret yang mereka hadapi, sekaligus menawarkan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan pajak di lapangan.
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdipaparkandiatas,penelititertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis PenerapanTarif Pemotongan PPh Pasal 21 Tarif Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (Studi Komparatif di Yayasan Al-Fityan School Medan)”.


IdentifikasiMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:
Perubahan regulasi perpajakan melalui PP No. 58 Tahun 2023 dan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Tahun 2024 berpotensi memberikan dampak terhadap perhitungan pajak.
Beberapaaspekyang perludianalisis adalah:

1. BelumditerapkannyaketentuanpemotonganPPhPasal21berdasarkan PeraturanPemerintahNo.58Tahun2023diYayasanAl-FityanSchool

Medan, menimbulkan pertanyaanmengenai kesiapanadministrasiyayasan dalam menyesuaikan sistem penggajian dan perpajakan dengan regulasi terbaru tersebut.
2. [image: ]Belum dilakukan perbandingan antara sistem penghitungan pajak lama denganketentuantarifdalam PPNo.58Tahun2023yangmasihbelum diterapkan di Yayasan Al-Fityan School Medan.
3. Masihterbatasnyapemahamandansosialisasimengenaiperubahanregulasi perpajakan, khususnya dikalangan staf keuangan dan bendahara yayasan, yangberpotensimenghambatupayayayasandalammengelolaadministrasi perpajakanlebihprofesionaldanmendukungpencapaianvisiyayasanuntuk berkembang secara berkelanjutan.


BatasanMasalah

Agarpenelitianinilebih terarah,batasan masalahditentukansebagai berikut:
1. PenelitianhanyadilakukandiYayasanAl-FityanSchoolMedan.

2. Fokus analisis terbatas pada penerapan tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.
3. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui dokumentasi bukti potong dan wawancara dengan kepala keuangan, bendahara serta staf keuangan yayasan.

RumusanMasalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Rumusan Masalah" dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertanyaan yang disusun untuk menggambarkan permasalahan utama yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.
1. [image: ]BagaimanapenerapantarifPPhPasal21berdasarkanPeraturanPemerintah No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan?
2. Apakendalayangdihadapidalammenyesuaikansistempenggajiandengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023?
3. Bagaimana kesiapan Yayasan Al-Fityan School Medan dalam mengimplementasikan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023?


TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapantarif PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 di Yayasan Al-Fityan School Medan.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh bendahara atau staf keuangan dalam menyesuaikan sistem penggajian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.

3. Untuk menganalisis kesiapan administrasi dan sumber daya Yayasan Al- Fityan School Medan dalam mengimplementasikan kebijakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 sesuai regulasi terbaru.


Manfaat Penelitian

[image: ]Adapun hasil dari penelitianini dapat memberikanmanfaat bagi semua kalangan masyarakat yang berkepentingan khususnya:
Peneliti

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materiyangtelahdipelajaridalammatakuliahperpajakan,yaitumatakuliah Manajemen Perpajakan dan Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak khususnya mengenai PPh Pasal 21 dan ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023.


UniversitasMuslimNusantaraAlWashliyah

Penelitianini dapat menjadi referensi akademikbagi mahasiswa dandosen yang ingin memahami lebih dalam mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia. Khususnya menambah dan memperluas wawasan mahasiswa dalam bidang perpajakan.


YayasanAl-FityanSchoolMedan

Hasil penelitianini diharapkanmemberikangambarankepada YayasanAl- Fityan School Medan tentang kesiapan internal yayasan dalam mengimplementasikanketentuanPeraturanPemerintahNo.58Tahun2023,

menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam memperbaiki sistem penggajian dan pelaporan pajak agar lebih sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi dalam meningkatkanefisiensi dan kepatuhan perpajakan secara administratif.


[image: ]Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut terkait kebijakanpajak.Penelitiselanjutnyadapatmenggunakanhasilpenelitianini sebagai dasar untuk menganalisis aspek lain dari perubahan kebijakan perpajakan dan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.
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